




A. Latar Belakang Masalah 
Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 
mengamanatkan lembaga Kejaksaan sebagai institusi yang mewakili publik 
khususnya di bidang penegakan hukum pidana yaitu penyidikan perkara 
tertentu, penuntutan dan eksekusi putusan pengadilan serta mewakili negara 
dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara.1  
Dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya tersebut diperlukan 
adanya suatu sistem pengawasan sebagai upaya kontrol terhadap kinerja 
aparatur Kejaksaan. Faktor Perundang-undangan sering kali mempengaruhi 
pola gerak jaksa.2 Tidak menutup kemungkinan ada sebagian kecil dari jaksa 
atau penuntut umum dalam kenyataanya melaksanakan tugasnya tidak sesuai 
dengan peraturan perundang – undangan ( judicial coruption ) yang berlaku 
baik itu dari sudut teknis yuridis maupun administrasi perkara.3  
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1
   Baca Pasal 30 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004, Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Baca juga tugas dan kewenangan jaksa pada Pasal 13,14 dan 137 kitab Undang Undang Hukum 
Acara Pidana. 
2
   Diintisarikan Dari Buku Karangan Marwan Effendi, 2005,  Kejaksaan RI, Posisi Dan Fungsinya 
Dari Perspektif Hukum, Jakarta:Gramedia, hal. 50. Demikian pula dengan hasil temuan atas 
laporan akhir yang dilakukan oleh Masyarakat pemantau peradilan Indonesia (Mappi)-FH-UI pada 
tanggal 07 Februari 2011, Mappi menganggap bahwa masalah Peraturan Perundang – undangan 
yang tumpang tindih menyebabkan buruknya kondisi peradilan saat ini.  
3
   Yesmil Anwar dan adang, 2009, sistem peradilan pidana, Bandung: widya padjadjaran, hal. 191. 
Baca  juga hasil observasi yang dilakukan oleh Masyarakat pemantau peradilan Indonesia 
(MAPPI)-FH-UI tentang kondisi peradilan Indonesia, terkait dengan kondisi lembaga Kejaksaan, 
Mappi menemukan tingkat ketidakmandirian jaksa dalam menjalankan tugas mencapai angka 
76,7%, sementara tingkat adanya praktik kolusi korupsi dan nepotisme dilembaga Kejaksaan 
mencapai angka 66,7%, sementara angka 59,0 untuk indikator tidak terlaksananya asas sederhana, 
cepat dan biaya ringan, dang angka 70,4% untuk indikator perbedaan penafsiran perundang – 
undangan.   
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judicial corruption di peradilan Indonesia menjadi persoalan yang 
sampai saat ini tidak pernah terselesaikan. Korupsi melibatkan semua aktor di 
dalamnya.4 Atas hal tersebut maka dapat ditarik pamahaman bahwa kondisi 
peradilan saat ini cenderung bersifat transaksional, dari tingkat Kepolisian 
hingga Pengadilan, pada posisi inilah faktor pengawasan menjadi 
dipertanyakan sehingga dibutuhkan konsep pengawasan yang kuat untuk 
mewujudkan lembaga Kejaksaan yang independen (independent state organ). 
Pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan diatur di dalam Peraturan 
Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-069/A/Ja/07/2007 tentang 
Ketentuan - Ketentuan Penyelenggaraan Pengawasan Kejaksaan Republik 
Indonesia. Dalam Peraturan Jaksa Agung tersebut disebutkan bahwa 
pengawasan terhadap kinerja Jaksa dilakukan oleh Jaksa Agung Muda 
Pengawas.5 
Sementara itu pada Pasal 38 Undang – undang Nomor 16 tahun 2004 
dikehendaki adanya lembaga pengawas eksternal yakni Komisi Kejaksaan, 
yang dibentuk untuk meningkatkan kualitas Kejaksaan.6 Adapun Kitab 
Undang – Undang Hukum Acara Pidana Indonesia memberikan mekanisme 
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4
   Eko Rial Nugroho, 2011,JudicialCorruptionn, http://Ekorial.Staff.Uii.Ac.Id/2009/08/26/Judicial-
Corruption/. Diunduh Jumat, 21 Oktober 2011 07:33. Burukya kondisi peradilan saat ini juga 
dipaparkan oleh Yesmil Anwar, Op. Cit., hal. 191, dengan mengatakan bahwa membengkaknya 
perkara dengan jumlah yang cukup banyak dengan penyelesaian yang tersendat dan buruknya 
pelayanan mengakibatkan keadilan menjadi sangat mahal dan hanya bisa dicapai oleh orang – 
orang yang memiliki kemampuan secara finansial.  
5
  Baca Pasal 26 Peraturan Presiden RI No 38 tahun 2006 tentang komisi Kejaksaan, yang 
menerangkan bahwa jaksa agung muda bidang pengawasan merupakan unsur pembantu jaksa 
agung dalam bidang pengawasan. Baca juga pada Pasal 3 Peraturan Presiden RI No 18 tahun 2011, 
yang memberikan tugas kepada komisi Kejaksaan sebagai lembaga eksternal untuk melakukan 
pengawasan, pemantaun dan penilaian terhadap jaksa dalam melaksanakan tugasnya dan 
perilakunya serta kondisi organisasi Kejaksaan.  
6
   Baca Pasal 38 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 
Baca juga peraturan Presiden RI No 38 tahun 2006 tentang komisi Kejaksaan. 
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pengawasan atau kontrol terhadap kinerja Jaksa, yang lazim disebut dengan 
lembaga pra peradilan.7 
Berdasarkan hasil temuan Komisi Hukum Nasional, keinginan publik 
atau pihak luar Kejaksaan untuk ikut serta mengawasi kinerja Kejaksaan 
belum mendapatkan tempat yang memadai. Persoalan dari pelaksanaan 
pengawasan di Kejaksaan selama ini terletak pada efektifitas dan berlarut-
larutnya pemeriksaan serta terbatasnya akses publik (pelapor).8  
Perlu dikaji lebih mendalam apakah prinsip – prinsip pengawasan yang 
baik yakni transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas sudah terakomodir dalam 
sistem pengawasan yang ada saat ini. Dengan demikian penegakan hukum ( 
Law Enforcement ) di Indonesia dapat berjalan dengan baik sebagaimana 
diilhami spirit kredo hukum “fiat justitia et pereat mundus”. 
Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengkaji 
masalah tersebut dengan mengambil judul: Lembaga Pengawas Kejaksaan 
Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Sebuah Kajian 
Yuridis Nomatif). 
B. Pembatasan Masalah 
Permasalahan difokuskan pada ruang lingkup dan jenis pengawasan 
Kejaksaan, setelah mengetahui ruang lingkup tersebut pembahasan diarahkan 
pada pembahasan mengenai kontruksi yuridis tentang partisipasi publik dalam 
rangka melakukan  pengawasan terhadap kinerja Kejaksaan, dan terakhir 
 
7
   Lihat pada Pasal 80 KUHAP, Baca juga Yesmil Anwar, Op. Cit., hal. 103, pengawasan terhadap 
kinerja jaksa dapat ditempuh dengan lembaga pra peradilan, yesmil menganggap lembaga pra 
preradilan sebagai bentuk pengawasan eksternal tehadap jaksa.
8
   Diintisarikan Dari Catatan Pinggir Jelang 47 Tahun Korps Adhyaksa Oleh Masyarakat pemantau 
peradilan Indonesia (MAPPI)-FH-UI. 
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mengarahkan pembahasan pada konsep lembaga pra peradilan sebagai 
alternatif pengawasan secara partisipatif.  
C. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana ruang lingkup dan jenis pengawasan di lembaga Kejaksaan? 
2. Apakah pengaturan hukum tentang sistem pengawasan di lembaga 
Kejaksaan yang ada telah mengakomodasi partisipasi publik ? 
3. Bagaimana peraturan tentang lembaga pra peradilan Indonesia berkaitan 
dengan pengawasan terhadap Jaksa ? 
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 
1. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mendeskripsikan ruang lingkup dan jenis pengawasan terhadap 
jaksa. 
b. Untuk mengkaji apakah sistem pengawasan di lembaga Kejaksaan 
yang ada telah mengakomodasi partisipasi publik. 
c. Untuk mengkaji apakah lembaga pra peradilan bisa dijadikan sebagai 
alternatif pengawasan secara partisipatif. 
2. Manfaat Penelitian 
a. Manfaat teoritis 
1) Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum 
khususnya mengenai pengawasan di lembaga Kejaksaan sebagai 
salah satu langkah dalam mengawal proses penegakan hukum. 
2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, sekaligus mengetahui 
kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh 
selama melakukan studi di Fakultas Hukum UMS. 
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b. Manfaat Praktis 
1) Untuk memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum 
khususnya lembaga Kejaksaan dalam hal pengawasan. 
2) Untuk memberikan petunjuk bagi masyarakat pencari keadilan 
dalam hal melakukan pemantauan terhadap kinerja Jaksa. 












































F.  Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Pedekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
penedekatan Perundang – Undangan (statute approach)9, maksudnya 
adalah untuk mengetahui apakah peraturan Perundang – Undangan yang 
mengatur tentang pengawasan Kejaksaan telah mengakomodasi prinsip 
partisipasi publik. 
2. Jenis Penelitian 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian dasar (basic research)10, dan 
termasuk penelitian jenis deskriptif. Yang dimaksudkan untuk memberikan 
penjelasan secara komprehensif tentang konsepsi pengawasan lembaga 
Kejaksaan. 
3. Jenis Data 
a. Bahan Hukum Primer 




  Pendekatan Perundangan – undangan (statute approach) adalah pendeketan yang dimaksudkan 
untuk melakukan pengakajian Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan tema 
sentral penelitian. Untuk selebihnya baca johny Ibrahim, 2006, teori dan metodologi penelitian 
hukum normatif, Malang: Bayu Media, hal: 310. 
10
   Penelitian dasar atau penelitian murni adalah pencarian terhadap sesuatu karena ada perhatian atau 
keingintahuan terhadap hasil suatu aktivitas. Penelitian dasar dikerjakan tanpa memikirkan ujung 
praktis atau titik terapan. Hasil dari penelitian dasar adalah pengetahuan umum dan pengertian-
pengertian tentang atau serta hubungan-hubungan. Pengetahuan umum ini untuk memecahkan 
masalah-masalah praktis, jadi tidak memberikan jawaban yang menyeluruh untuk tiap masalah 
tersebut. Untuk selebihnya baca J.R.raco, 2010, Metode Penelitian Kualitatif : Jenis, Karakteristik 
dan Keunggulannya, Jakarta: grasindo, hal: 13. Baca juga Rianto adi, 2004, metode penelitian 






2) Undang – Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan 
Republik Indonesia. 
3) UU No. 8 Tahun 1981Tentang Hukum Acara Pidana Republik 
Indonesia.. 
4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2011 
Tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. 
5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 
Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. 
6) Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia No: 10r: Kep – 504 / 
A / J.A / 12 / 2000 Tentang Ketentuan Administrasi Pengawasan 
Kejaksaan Republik Indonesia 
7) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor:Per-
069/A/Ja/07/2007 Tentang Ketentuan-Ketentuan Penyelenggaraan 
Pengawasan Kejaksaan Republik Indonesia Jaksa Agung Republik 
Indonesia. 
8) Surat Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Kep-
367/A/J.A/08/2003 tentang Kotak Pos 4343 Jakarta  Sebagai 
Sarana Akses Publik Kepada Kejaksaan. 
b. Bahan Hukum Sekunder 
Buku - buku bidang ilmu hukum, karya ilmiah, paper seminar, 
hasil penelitian, artikel serta hasil pendapat orang lain yang 
berhubungan dengan objek penelitian. 
c. Bahan Hukum Tertier 




4. Teknik Pengumpulan Data 
Studi Pustaka (library research)11 digunakan peneliti untuk menjawab 
permasalahan terkait dengan ruang lingkup dan jenis pengawasan di 
lembaga Kejaksaan. Dan untuk menjawab apakah sistem penngawasan 
Kejaksaan yang ada saat ini telah mengakomodasi partisipasi publik. 
 Dan terakhir untuk menjawab apakah pra peradilan bisa dijadikan 
alternatif pengawasan yang partisipatif. Yakni dengan melakukan 
inventarisasi paraturan perundang – undangan yang terkait dengan 
pengawasan Kejaksaan dan kemudian dianalisis dengan menggunakan 
doktrin serta teori yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 
5. Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif 
normatif, dengan maksud bahan hukum primer yakni peraturan perundang 
– undangan yang mengatur tentang pengawasan terhadap lembaga 
Kejaksaan akan dikaji secara selektif guna menemukan bahan hukum yang 
diperlukan untuk menjawab apakah sistem pengawasan yang ada telah 






  Studi Pustaka (library research) adalah penelitian terhadap suatu masalah yang diajukan atau 
direncanakan untuk diteliti kebenaranya menurut cara-cara yang dapat dipertanggungjawabkan 
dari segi ilmiah dan penelitianya bersumber kepada kepustakaan atau dokumentasi. Untuk 
selebihnya baca Absori, Kelik Wardiono Dan Natangsa Subakti, 2010, Pedoman Penyusunan 
Skripsi, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal: 2.  
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G. Sistematika Penulisan 
Bab I yakni pendahuluan, penulis menguraikan tentang latar belakang, 
pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, 
kerangka pemikiran serta metode penelitian yang digunakan dalam penelitian 
ini.  
Bab II menjelaskan tinjauan pustaka mengenai  penegakan hukum, 
sistem peradilan pidana Indonesia, dan sistem pengawasan. 
Bab III berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan masalah 
penelitian.  
Bab IV merupakan penutup dari penulisan ini, maka penulis 
mencantumkan kesimpulan dan saran dalam bab ini. 
 
 
 
 
